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ABSTRAK 

Sebagai suatu langkah keseriusan pemerintah dalam menjadikan pariwisata 
halal di terbitkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
penataan dan pengembangan pariwisata. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
tentang sertifikasi Halal. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 
mengatur pengelolaan pariwisata. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 
2019 menekankan promosi pariwisata. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 
Tahun 2021 fokus pada penerapan protokol kesehatan dalam pariwisata. Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 mengatur pengelolaan destinasi wisata halal di 
Provinsi NTB. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 berfokus pada promosi 
pariwisata di tingkat daerah NTB. Sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 
08/Dsn.Mui/X/2016 memberikan panduan dan prinsip-prinsip syariah dalam 
pariwisata untuk pelaku industri pariwisata. Dari peraturan di atas perlu diamati 
kembali hukum yang berlaku secara khusus dalam pelaksanaan wisata halal. 
Meliputi sejauh mana pelaksanaan hukum pariwisata halal di Pulau Lombok?, 
bagaimana peran hukum dalam pelaksanaan pariwisata halal di Pulau Lombok?, 
serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum pariwisata 
halal di Pulau Lombok?. Sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip 
pariwisata halal yang mampu membawa dampak positif bagi masyakat Lombok. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian 
sosiologi hokum, serta menggunakan teori Suerjono Sukanto tentang efektivitas 
hokum. penelitian ini dianalisis secara yuridis kuantitatif dan kualitatif, metode 
berpikir deduktif (umum-khusus). Dalam metode pengumpulan data penyusun 
menggunakan metode observasi lokasi pariwisata, wawancara dengan kedinasan, 
pelaku wisata, wisatawan dan masyarakat, dan dokumentasi. 

Terdapat sejumlah undang-undang yang mendukung pelaksanaan pariwisata 
halal, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan 
Menteri Pariwisata, dan regulasi-regulasi tingkat daerah seperti Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2016 dan Nomor 10 Tahun 2021. Tujuan dari undang-undang 
tersebut adalah menciptakan suasana yang sesuai dengan prinsip hukum syariah, 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan membangun industri pariwisata 
yang ramah terhadap pengunjung Muslim dengan tersediahnya tempat beribadah 
(musholah) disetiap objek dan destinasi wisata. Meskipun ada kerangka hukum 
yang cukup kuat, masih ada tantangan seperti kurangnya pengawasan yang jelas, 
ketidakjelasan mengenai lamanya masa berlaku sertifikasi halal, dan kebutuhan 
untuk pemisahan hukum wisata halal dari undang-undang pariwisata umum. Peran 
hukum dalam pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia menekankan pentingnya 
infrastruktur yang mendukung, termasuk tempat ibadah, restoran halal, dan 
transportasi yang mudah diakses. Objek wisata halal harus memperhatikan aspek 
keagamaan, kebersihan, dan kenyamanan pengunjung Muslim serta menghormati 
nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas hukum dalam pelaksanaan pariwisata halal adalah perhatian pada faktor 
hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas hukum, dan masyarakat. 
Kata Kunci: Hukum, Pariwisata Halal, Evektivitas Hukum, Pulau Lombok. 
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ABSTRACT 

As a step in the seriousness of the government in making halal tourism, 
regulations were issued in Law Number 10 of 2009 concerning structuring and 
developing tourism. Law Number 33 of 2014 concerning Halal certification. 
Tourism Minister Regulation Number 18 of 2016 regulates tourism management. 
Tourism Minister Regulation Number 4 of 2019 emphasizes tourism promotion. 
Minister of Tourism Regulation Number 18 of 2021 focuses on the implementation 
of health protocols in tourism. Regional Regulation Number 2 of 2016 regulates the 
management of halal tourist destinations in NTB Province. Regional Regulation 
Number 10 of 2021 focuses on tourism promotion at the NTB regional level. 
Meanwhile, Fatwa DSN-MUI Number 08/Dsn.Mui/X/2016 provides guidance and 
sharia principles in tourism for tourism industry players. From the above 
regulations, it is necessary to observe the law that applies specifically in the 
implementation of halal tourism. Covering the extent of the implementation of halal 
tourism law on Lombok Island, what is the role of law in the implementation of 
halal tourism on Lombok Island, and what are the factors that influence the 
implementation of halal tourism law on Lombok Island. So that in its 
implementation in accordance with the principles of halal tourism that can have a 
positive impact on the people of Lombok. 

This type of research is field research with a legal sociology research 
approach, and uses Suerjono Sukanto's theory of legal effectiveness. this research 
is analyzed juridically quantitatively and qualitatively, deductive thinking method 
(general-specific). In the data collection method, the authors used the method of 
observation of tourism sites, interviews with the officialdom, tourism actors, 
tourists and the community, and documentation. 

There are a number of laws that support the implementation of halal tourism, 
including Law No. 10/2009 on Tourism, Law No. 33/2014 on Halal Product 
Guarantee, Minister of Tourism Regulations, and local level regulations such as 
Regional Regulations No. 2/2016 and No. 10-2021. The purpose of these laws is to 
create an atmosphere that is in accordance with the principles of sharia law, improve 
the welfare of local communities, and build a tourism industry that is friendly to 
Muslim visitors with the availability of places of worship (musholah) in every 
tourist attraction and destination. Although there is a fairly strong legal framework, 
there are still challenges such as the lack of clear supervision, uncertainty regarding 
the length of validity of halal certification, and the need for separation of halal 
tourism law from general tourism law. The role of law in the implementation of 
halal tourism in Indonesia emphasizes the importance of supporting infrastructure, 
including places of worship, halal restaurants, and accessible transportation. Halal 
tourism objects must pay attention to religious aspects, cleanliness, and comfort of 
Muslim visitors as well as respecting socio-cultural values and local wisdom. 
Factors that influence the effectiveness of law in the implementation of halal 
tourism are attention to legal factors, law enforcement, legal facilities, and society. 
Keywords: Law, Halal Tourism, Legal Effectiveness, Lombok Island. 
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Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 
158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 
 

I. Konsonan Tunggal 
 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be 

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa’ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ



 

 
ix 

 
 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 
 
II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 

 ditulis Sunnah ةنس

 ditulis ‘Illah ةلع

 

III. Ta’ marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 
 

 ditulis al-Mā’idah ةدئاملا

 ditulis Islāmiyyah ةیملاسإ

 
(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia mempunyai potensi besar dalam bidang pariwisata, terutama dalam 

wisata halal, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga bisa 

menorehkan prestasinya di level internasional.1 Berdasarkan data negara-negara 

yang menjadi pelopor pariwisata halal yang  diperoleh GMTI (Global Muslim 

Travel Index) 2022, Negara Malaysia menduduki peringkat pertama dengan skor 

74 Poin, dilanjutkan oleh Indonesia, Arab Saudi dan Turki di posisi kedua dengan 

skor masing-masing 70 poin bersaing dengan negara lain dari total keseluruhan 138 

negara yang ikut serta. 2 Malaysia mengalakan Indonesia sebagai peringkat pertama 

destinasi wisata halal dunia versi GMTI (Global Muslim Travel Index) tahun 2019, 

yang diumumkan oleh CrescentRating - Mastercard.3   

Kemampuan Malaysia untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang 

mencerminkan komitmen Malaysia dalam mempromosikan pariwisata yang ramah 

Muslim dan menjadi destinasi wisata unggulan bagi wisatawan Muslim. Setidaknya 

                                                
1 Maulida S. R, “Indonesian tourism: An overview of challenges and opportunities,” 

Journal of Tourism and Hospitality, Vol. 6:2, (2018), hlm. 1-9. 
2 Vika Azkiya Dihni, "Destinasi Wisata Halal Terbaik Di Dunia, Indonesia Peringkat Ke-

2," Databoks, (2022), hlm. 74.  
3 Mandalia Siska, Harry Yulianda and Habibullah Adriz, "Analysis of Muslim-Friendly 

Tourism Potential in Padang Ganting Hot Spring Tourism, Tanah Datar District, West Sumatra, 
Indonesia." Jurnal Pariwisata Nusantara (JUWITA), Vol. 1:3 (2022), hlm. 264-272. 
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ada empat indicator yang digunakan GMTI dalam memberikan penilaian, 

meliputi kemudahan akses wisata dan ibadah, komunikasi meliputi informasi serta 

jaringan, lingkungan wisata halal, dan pelayanan meliputi sumberdaya pelaksanaan 

wisata hahal.4 

Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa persamaan tentang pariwisata 

halal, memiliki mayoritas penduduk beragama Islam dan budaya yang kaya dengan 

keanegaragaman suku dan bahasa. Namun, perbandingan antara pariwisata halal di 

Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan pada beberapa faktor. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi pariwisata halal di Indonesia dan Malaysia memiliki 

perbedaan adalah Infrastruktur, Malaysia telah mengembangkan infrastruktur 

pariwisata halal selama beberapa tahun terakhir, sementara Indonesia masih dalam 

tahap pengembangan infrastruktur pariwisata halal. Memiliki infrastruktur yang 

baik akan memberi pengalaman pada wisatawan dalam berwisata dengan nyaman 

dan mudah. Selanjutnya pemasaran, Malaysia telah memasarkan dirinya sebagai 

destinasi pariwisata halal yang populer melalui kampanye pemasaran yang agresif 

dan efektif. Di sisi lain, Indonesia masih perlu meningkatkan upaya promosi untuk 

menjadi tujuan wisata halal yang menarik, dengan harapan dapat menarik perhatian 

lebih banyak wisatawan. Ketersediaan makanan halal yang memiliki sertifikasi di 

Malaysia lebih melimpah dibandingkan Indonesia, dengan banyaknya restoran halal 

dan kedai makanan, sehingga memudahkan para wisatawan Muslim dalam 

menemukan pilihan makanan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Meskipun 

                                                
4Chou, Abe, "Global Muslim Travel Index 2022 Report," Artikel (Mastercard-

Crescentrating, June 2022), hlm. 3162. 
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demikian, Indonesia memiliki beberapa keunggulan dalam sektor objek destinasi 

wisata halal. 

Indonesia memiliki keragaman budaya yang lebih besar daripada Malaysia, 

yang dapat menarik wisatawan yang mencari pengalaman budaya yang beragam. 

Indonesia juga memiliki lebih banyak destinasi wisata alam yang menarik, seperti 

pulau-pulau tropis dan tempat wisata pegunungan. Secara keseluruhan, keduanya 

memiliki potensi besar untuk pariwisata halal dan dapat saling melengkapi satu 

sama lain dalam menawarkan pengalaman pariwisata yang sesuai dengan ajaran 

Islam.5 

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjadikan pariwisata halal sebagai 

sektor prioritas pertumbuhan ekonomi untuk menyaingi negara-negara lain seperti 

Malaysia dibuktikan dengan melakukan berbagai macam upaya meliputi pemetaan 

wilayah daerah pariwisata halal diantaranya daerah Aceh, Riau dan Kepulauan 

Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa 

Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya). 

Guna mendorong percepatan pengembangan destinasi pariwisata halal nasional 

berstandar global, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Indonesia Muslim 

Travel Index (IMTI) pada tahun 2018 dan 2019. Namun pemetaan ini tidak mampu 

mempertahankan gelar peringkat pertama destinasi pariwisata halal dunia.    

Pengembangan pariwisata halal Indonesia merupakan salah satu program 

prioritas Kementerian Pariwisata yang sudah dikerjakan sejak lima tahun yang lalu. 

                                                
5 Satriana, Eka Dewi, dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata halal: perkembangan, 

peluang, dan tantangan," Journal of Halal Product and Research (JHPR), Vol. 1:2 (2018). 
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Data GMTI 2019 menunjukkan bahwa hingga tahun 2030, jumlah wisatawan 

muslim (wislim) diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia. 

Selain itu, pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia di tahun 2018 mencapai 

18%, dengan jumlah wisatawan muslim (wislim) mancanegara yang berkunjung ke 

destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai 

lebih dari Rp 40 triliun. Mengacu pada target capaian 20 juta kunjungan wisatawan 

mancanegara (wisman) yang harus diraih di tahun 2019, Kementerian Pariwisata 

menargetkan 25% atau setara 5 juta dari 20 juta wisman adalah wisatawan muslim.6 

Tidak hanya dari anggaran, kebijakan dan peraturan Pariwisata diatur oleh 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, 

yang kemudian mengalami perubahan melalui amendemen dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Selain itu, terdapat juga 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang jaminan produk 

halal. Regulasi ini dibuat untuk mengatur tata kelola Pariwisata di Indonesia bisa 

sesuai dengan amanat pancasila dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat 

Indonesia. 7   

Undang-undang itulah yang menjadi landasan bagi wisata halal dalam 

industri pariwisata walaupun di dalamnya tidak ada satupun poin yang membahas 

tentang wisata halal. MUI Republik Indonesia telah mengeluarkan Fatwa DSN-

                                                
6 Fadhlan, Muhammad dan Ganjar Eka Subakti, "Perkembangan Industri Wisata Halal 

Indonesia dan Dunia," Indonesia Journal of Halal, Vol. 5.1 (2022), hlm. 76-80. 
7 Wahyudin Darmalaksana, Busro, “Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah: Studi 

Takhrij Hadis,” Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism, Vol. 2:2 
(2021), hlm. 99-108. 
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MUI Nomor 08/DSN.MUI/X/2016 yang memberikan pedoman komprehensif 

untuk penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Namun, perlu 

diingat bahwa fatwa DSN tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. 

Kementerian Parwisata juga telah rutin melakukan bimbingan teknis (bimtek) 

serta workshop di 10 destinasi pariwisata halal unggulan. Guna mendorong 

percepatan pengembangan destinasi pariwisata halal nasional berstandar global, 

Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 

pada tahun 2018 dan 2019. Penilaian IMTI dilakukan langsung oleh 

CrescentRating-Mastercard yang bekerjasama dengan Indonesia dengan 

menggunakan empat indikator utama yang telah ditetapkan oleh GMTI yakni: 

accessibility (aksesibilitas), communication (komunikasi), environment 

(lingkungan) dan service (layanan). Hasil penilaian dari empat aspek utama tersebut 

secara otomatis akan menentukan top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia. 

CrescentRating-Mastercard juga telah mengumumkan bahwa top 5 destinasi wisata 

halal prioritas Indonesia 2019 secara berturut-turut diraih oleh Lombok (Nusa 

Tenggara Barat) dengan skor 70, Aceh dengan skor 66, Riau dan Kepulauan Riau 

dengan skor 63, DKI Jakarta dengan skor 59, serta Sumatera Barat dengan skor 59. 

8 Melihat kompetensi yang dimiliki Lombok menjadi juara bertahan secara berturut-

turut menjadi dasar penelitian ini berfokus di pulau Lombok. 

                                                
8 Siti Chotijah, ‘“Positioning Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Di Indonesia 

(Comparative Study Lombok Dengan Berbagai Destinasi Halal Di Indonesia),” In Prosiding 
Konferensi Nasional Komunikasi, (Presented at the Konferensi Nasional Komunikasi, Ikatan 
Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol. 1 (2017), hlm. 340. 
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Keberhasilan tersebut tidak luput dari peran pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dalam merumuskan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Wisata Halal. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pariwisata yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam pelaksanaannya. Namun, pelaksanaan 

pariwisata halal di pulau Lombok mengalami kemerosotan mulai dari adanya 

pendemi Covid-19 dilanjutnya dengan terjadi perpindahan regulasi tentang 

sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 langsung di tangani dibawah kementerian 

agama melalui BPJPH membuat eksistensi perda tidak berjalan secara efektif 

sampai saat ini.  

Saat ini Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

pariwisata belum mampu memberi landasan hukum terhadap perpindangan regulasi 

dan pelaksanaan pariwisata halal di Pulau Lombok. Kemudian, belum ada data yang 

menunjukkan bagaimana pelaksanaan pengawasan prinsip wisata halal 

dilaksanakan sesuai dengan indikator penilaian terhadap ekosistem wisata halal 

berdasarkan pada standar yang dibuat oleh GMTI ataupun IMTI yang meliputi 

akses ke tempat tujuan destinasi (Objek Wisata), restoran, dan penginapan (Hotel) 

berbasis syariah. Menurut Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ayat ke-2 

(dua) yaitu: “Wisata Halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip Syariah (syariat 

Islam)”. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis pelaksanaan hukum pariwisata halal 

ini Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 di pulau Lombok yang di 

dalamnya tercantum syarat, ketentuan, dan system pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan pawisata halal di Pulau Lombok. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, brikut adalah beberaoa pertanyaan 

penelitian yang diujikan:  

1. Sejauh mana pelaksanaan hukum pariwisata halal di Pulau Lombok? 

2. Bagaimana peran hukum dalam pelaksanaan pariwisata halal di Pulau 

Lombok? 

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum pariwisata 

halal di Pulau Lombok? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga pertanyaan utama dalam 

rumusan masalah, yaitu: mengetahui hukum yang secara jelas mengatur tentang 

pariwisata halal, kemudian bagaimana sistem pelaksanaan hukum tersebut 

diberlakukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum pariwisata 

halal di Pulau Lombok. Penelitian ini memiliki dua kegunaan utama yang dapat 

diidentifikasi, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini akan menganalisis kualitas pelaksanaan hukum pariwisata halal 

di Pulau Lombok suapaya dapat dikembangkan dan diperbaiki sehingga mampu 

meningkatkan daya tarik pariwisata halal bagi wisatawan menjadi referensi bagi 

pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok maupun daerah lain sehingga 

dapat meningkatkan perekonomian dan budaya setempat. 
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2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan pariwisata halal dalam memperkuat daya tarik pariwisata halal di Pulau 

Lombok agar mampu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pariwisata halal 

di Pulau Lombok serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perekonomian dan 

budaya setempat. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian yang melakukan ini bukanlah pertama kali dilakukan, namun 

kontekstual pembahasan yang ditampilkan dalam penelitian ini akan membawa 

suatu perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan dalam penelitian ini akan 

berusaha melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya. Terkait dengan penelitian 

ini, ada beberapa peneliti yang mengangkat tema sejenis  serta dianggap relevan, 

diantaranya: 

Ada beberapa penelitian yang berfokus pada hukum dan kebijakan pariwisata 

halal diantaranya dilakukan oleh Deden Effendi, dkk. Tentang Preparing Halal 

Tourism Regulations, menggunakan penelitian kualitatif, Pariwisata halal 

membutuhkan kerangka peraturan yang jelas sebagai panduan pelaksanaannya, 

namun saat ini belum ada landasan hukum yang memadai yang dapat dijadikan 

acuan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2019 belum mencakup secara memadai aspek-aspek pariwisata halal.9  

                                                
9 Deden Effendi, Dkk, "Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia’, International 

Journal of Religious Tourism and Pilgrimage," Vol. 9:1 (2021), hlm. 58–69  
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Penelitian yang serupa dilakukan oleh Santoso dan Yutisa tentang dilema 

kebijakan halal, menggunakan pendekatan Kualitatif-interpretatif dengan teori 

kebijakan, Kebijakan pariwisata halal adalah sebuah strategi yang memerlukan 

koordinasi lintas sektor dan wilayah yang efektif. Dalam konteks ini, penting untuk 

merumuskan kebijakan pariwisata halal di Lombok yang tidak hanya terpadu, tetapi 

juga selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan.10  

Kemudian diuraikan kembali oleh Sri Karyanti tentang model kebijakan 

hukum, menggunakan jenis penelitian hukum normatif,  menjelaskan kebijakan 

hukum telah menggariskan pedoman bagi pemerintah daerah yang memiliki potensi 

dalam ekowisata untuk mengembangkannya secara efektif. Hal ini mencakup 

penyediaan insentif dan fasilitas yang dapat membantu pelaku ekowisata, dan juga 

dapat di realisasikan dalam RPJPD.11  

Tidak hanya penelitian mengenai undang-undang dan peraturan pemerintah 

dan daerah, kebijakan pariwisata halal harus ditinjau dari pandangan islam, seperti 

yang diteliti oleh Fahrur Ulum tentang analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-

DSN/X/2016, menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, menjelaskan Fatwa 

MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 telah mengatasi beberapa aspek dalam sektor 

pariwisata syariah di Indonesia, namun masih terdapat aspek-aspek tertentu yang 

memerlukan regulasi lebih rinci. Contohnya, perlu adanya panduan yang lebih 

                                                
10 yutisa Tri Cahyani Dan Suryani Lukman Santoso, "Dilema Kebijakan Wisata Halal Di 

Pulau Lombok," Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15:1 (2020), hlm. 23–44. 
11 Karyati, Sri. "Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Di Nusa Tenggara 

Barat." Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12:1 (2021), hlm. 96-114. 
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spesifik mengenai promosi pariwisata syariah, peluang untuk mengintegrasikan 

inovasi dalam industri kreatif dengan sektor pariwisata syariah, layanan transportasi 

yang sesuai dengan prinsip syariah, institusi pendidikan yang fokus pada pariwisata 

syariah, penerapan logo halal dan logo syariah, serta pengelolaan produk dan 

pengembangan daya tarik wisata syariah.12  

Penelitian serupa dilakukan Naeli Mutmainah, dkk., tentang Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di 

Jawa Barat, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menjelaskan 

Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam konteks pengembangan kawasan industri 

pariwisata halal di Jawa Barat mengacu pada konsep pariwisata yang sangat sesuai 

dengan mayoritas penduduk Muslim di wilayah ini. Selain itu, ini sejalan dengan 

prinsip-prinsip maqashid syariah dan nilai-nilai etika bisnis Islam yang menekankan 

pentingnya pariwisata halal yang mementingkan pelayanan Islam dalam semua 

aspek bisnisnya. Dapat diamati bahwa di Jawa Barat, ada ketersediaan makanan 

halal, fasilitas tempat ibadah, serta berbagai akomodasi hotel yang mengakomodasi 

kebutuhan wisatawan Muslim.13 

Adanya peraturan yang khusus pariwisata halal ini membuat beberapa 

regulasi baru yang kurang jelas, seperti yang dijelaskan dalam penelitian M. 

Ramadhani tentang Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia, menggunakan 

                                                
12 Fahrur Ulum, "Inovasi Pariwisata Syariah Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 

108/MUI-DSN/X/2016," Tsaqafah, Vol. 15:1 (2019), hlm. 103.  
13 Mutmainah, Naeli, Hisam Ahyani and Haris Maiza Putra, “Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat,” al-Mawarid 
Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH), Vol. 4 (2022), hlm. 2. 
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pendekatan kualitatif. Menjelaskan Regulasi terkait pariwisata halal di Indonesia 

masih ambigu dan perlu diperkuat. Masalah ini muncul karena hingga saat ini, 

Indonesia belum memiliki pedoman yang jelas dan spesifik untuk mengatur sektor 

pariwisata halal. Regulasi terkait masih mencakup dalam Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang bersifat umum. Ini menjadi dilema 

karena sebenarnya Indonesia memiliki potensi besar dalam pariwisata halal dan 

telah mendapatkan pengakuan dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 

2019 sebagai salah satu destinasi unggulan dalam pariwisata halal. Dalam konteks 

ekonomi, pariwisata halal telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi 

perekonomian Indonesia serta menciptakan peluang kerja yang berarti.14 

Dampak dari pengembangan kebijakan tersebut jika dikelola dengan baik 

akan mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah, salah satu contohnya dalam 

penelitian Nawarti Bustamam dan Susi Suryani tentang Potensi Pengembangan 

Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah 

Provinsi Riau, menggunakan pendekatan kualitatif. Menjelaskan Potensi pariwisata 

halal di Provinsi Riau merupakan peluang yang sangat menjanjikan untuk 

pengembangan lebih lanjut. Faktor-faktor seperti daya tarik, aksesibilitas, fasilitas, 

layanan pendukung, dan institusi yang berkualitas telah memberikan dasar yang 

kuat untuk pengembangan sektor pariwisata halal di wilayah ini. Dampak positif 

dari perkembangan pariwisata halal sangat terlihat dalam bentuk beragamnya bisnis 

yang muncul di sekitar objek wisata, perbaikan infrastruktur menuju dan di dalam 

                                                
14 Ramadhani, Marina, “Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia,” AR-REHLA 

(2021), hlm. 89-105. 
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area pariwisata, penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah.15 

Pertimbangan literatur selanjutnya mengenai pelaksanaan hukum pariwisata 

halal yang dilakukan oleh Gushadi tentang implementasi pariwisata halal, 

menggunakan pendekatan kualitatif. Menjelaskan bahwa Pariwisata halal saat ini 

masih memiliki kebingungan dalam hal standar, sehingga banyak orang belum 

sepenuhnya memahami konsep pariwisata halal. Ini disebabkan oleh kurangnya 

upaya sosialisasi dari instansi terkait dan organisasi, yang mengakibatkan 

masyarakat memiliki pemahaman yang keliru tentang apa sebenarnya pariwisata 

halal itu.16 

Penelitian berikutnya mengenai pelaksanaan pariwisata halal dilakukan oleh 

Saiful Fahmi, Dkk. Tentang upaya mempertahankan place branding, menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif, menjelaskan Kegiatan Place Branding yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat 

berjalan dengan sukses sesuai dengan konsep Place Branding. Dengan 

mengoptimalkan event internasional yang digelar di Lombok dan menerapkan 

kebijakan tentang pariwisata halal, pemerintah Nusa Tenggara Barat diharapkan 

mampu memperkenalkan dan menjaga citra pariwisata halal Lombok sebagai 

                                                
15 Bustamam, N., dan Suryani, S., “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan 

dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau,” Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 
32:2 (2022), hlm. 39. 

16 Artim Gushadi, “Implementasi Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus 
Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah),” Diss. Universitas 
Muhammadiyah Mataram, (2023). 
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destinasi unggulan dalam pariwisata halal, baik di tingkat nasional maupun 

internasional.17  

Kemudian penelitian tersebut didukung oleh penelitian Hanifah tentang 

pengembangan pariwisata halal, menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, 

menjelaskan bahwa destinasi wisata Senggigi memiliki kesempatan sebagai 

destinasi wisata halal. Namun, beberapa kendala dalam pengembangan wisata halal, 

seperti kurangnya infrastruktur yang sesuai dengan syarat pariwisata halal, 

kurangnya promosi wisata halal, dan kurangnya sumber daya manusia yang 

kompeten dalam pelaksanaan wisata halal. 18  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Murah Syahrial dan Wawan Kurniawan 

tentang Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Kota Pekanbaru dengan 

Mengoptimalkan Industri Kreatif, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Menjelaskan bahwa Kawasan Masjid Raya Annur di Pekanbaru sedang menjalani 

transformasi menjadi destinasi pariwisata halal yang menarik. Dukungan dari 

beberapa industri kreatif seperti kuliner dan fashion sangat membantu dalam 

memenuhi persyaratan pariwisata halal, termasuk memiliki logo atau sertifikasi 

halal, fasilitas sholat dan wudhu yang tersedia, toilet yang bersih, dan pelayan 

dengan pakaian yang sesuai. Upaya untuk mengembangkan produk dan layanan di 

                                                
17 Fahmi, Saiful, Kasmin, dan Aninda Wijayanti. "Upaya Mempertahankan Place Branding 

Wisata Halal Pulau Lombok Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Pulau 
Lombok," Home Journal: Hospitality and Gastronomy Research Journal,” Vol. 5:1 (2023), hlm. 1-
11. 

18 Hanifah, N., “Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Lombok: Studi Kasus pada 
Destinasi Wisata Senggigi,” Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7:1 (2019), hlm. 1-10. 
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sekitar Masjid Raya Annur mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan 

memperbaiki kawasan ini untuk pengunjung dan warga setempat.19 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hendry Ferdiansyah, Dkk. Melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Pariwisata Halal, pendekatan yang 

digunakan adalah kualitatif, menjelaskan  bahwa Pengembangan pariwisata halal di 

Indonesia melibatkan pendekatan yang meliputi pengembangan destinasi yang 

cocok untuk seluruh anggota keluarga, pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip Muslim, pemahaman tentang makanan halal, serta strategi 

pemasaran destinasi yang memanfaatkan konsep smart tourism, dengan fokus pada 

penyediaan informasi yang kaya, aksesibilitas yang baik, interaktivitas, dan 

personalisasi bagi para wisatawan Muslim.20 

Selanjutnya penelitian yang menjelaskan dampak pelaksanaan pariwisata 

halal dilakukan oleh Rahmatullah tentang Analisis Pengaruh Kunjungan Wisatawan 

Dan Homestay Terhadap Retribusi Wisata Desa Kembang Kuning Kecamat Sikur 

Lombok Timur, menggunakan penelitian kuantitatif, menjelaskan bahwa dengan 

adanya konsep pariwisata halal membawa nilai positif terhadap usaha homestay 

serta ekonomi masyarakat mengalami perkembangan, sehingga mampu membawa 

                                                
19 Syahrial, M., dan Kurniawan, W., “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Kota 

Pekanbaru dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif,” Jurnal An-Nahl (2022). 
20 Hendry Ferdiansyah, "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep 

Smart Tourism," Tornare, Vol. 2:1 (2020), hlm. 30. 
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kesejahteraan bagi masyarakat sekitar tempat wisata dengan mengedepankan 

konsep wisata hijau berbasis pembiayaan syariah. 21  

Penelitian yang serupa di lakukan oleh Mohammad Jeffry Maulidi tentang 

implementasi wisata halal dan identitas islam, menggunakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus, menjelaskan Implementasi Daerah Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) di Lombok cenderung lebih menguntungkan kepentingan 

bisnis daripada memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang memiliki 

nilai-nilai religius.22 

Kemudian ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

hukum pariwisata halal diantaranya dilakukan oleh Adrian Adi menggunakan 

penelitian kualitatif, menjelaskan bahwa Implementasi standar layanan pariwisata 

halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) di destinasi wisata dipengaruhi oleh aspek-

aspek seperti peraturan hukum, struktur penegakan hukum, infrastruktur, partisipasi 

masyarakat, dan faktor budaya.23 

Selanjutnya, Fauzi meneliti tentang analisa daya saing pariwisata, 

menggunakan penelitian kuantitatif, menjelaskan bahwa Indonesia Muslim Travel 

Index telah menetapkan 4 indikator pengembangan pariwisata halal yang meliputi 

                                                
21 Rahmatullah, "Analisis Pengaruh Kunjungan Wisatawan Dan Homestay Terhadap 

Retribusi Wisata Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur," (Skripsi 
UIN Mataram, 2020). 

22 Mohammad Jeffry Maulidi, “Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, 
Nusa Tenggara Barat,” Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 6:1, (2019), hlm. 1. 

23 Adrian, “Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan 
Pariwisata di Provinsi NTB,” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 17:2, 
(2017), hlm. 1-16. 
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Akses, Komunikasi, Lingkungan dan Layanan. Dalam pengembangan wisata halal, 

Lombok memiliki keunggulan dalam Indikator Komunikasi dan Lingkungan dan 

memiliki kelemahan pada indikator Akses dan Layanan. 24 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Lalu Adi Permadi, Dkk. Tentang 

persepsi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, menggunakan metode 

penelitian deskriptif, menjelaskan bahwa Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) 

secara umum pelasanaan pariwisata halal. Masyarakat memiliki pandangan yang 

positif terhadap rencana tersebut, dan hasil dari implementasi wisata halal dinilai 

sangat tinggi oleh masyarakat NTB, sebagaimana terlihat dalam diagram 

Kartesius.25 

Kemudian penelitian M. Fadly dan Yunita tentang analisis faktor-faktor 

dalam pengembangan wisata halal, menggunakan analisis kuantitatif dengan 

menggunakan 193 responden. Menjelaskan bahwa budaya yang kuat yang menjadi 

dasar pengetahuan wisata serta keberadaan ekonomi yang memadai merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan wisata halal di Kabupaten Solok.26 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Aisyah Ayu Musyafah, Dkk. Tentang 

pengembangan pariwisata halal, menggunakan penelitian bersifat doktrinal, dengan 

                                                
24 Fauzi Kusuma Putra, ”Analisa Daya Saing Industri Pariwisata Halal Di Lombok Nusa 

Tenggara Barat,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 8:2, (2019). 
25 Permadi, Lalu Adi, et al. "Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana 

dikembangkannya wisata syariah (halal tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat." Amwaluna: 
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2:1 (2018), hlm. 39-57. 

26 Fadly, M., dan Yunita Ismail. "Analisis faktor-faktor dalam pengembangan wisata halal 
di kabupaten solok," Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia, Vol. 1:1, (2019). 
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pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan studi komparasi, 

menjelaskan  bahwa saat ini masih belum memadai dan merata penerapannya 

prinsip pariwisata halal. Sedangkan, implementasi kebijakan pengelolaan wisata 

halal Indonesia menuju poros pariwisata berbasis nilai syariah di dunia telah 

dimulai dan terdapat hasil yang cukup signifikan. Adapun beberapa faktor 

penghambat yang mempengaruhi realisasi indonesia menjadi poros pariwisata halal 

dunia antara lain dari aspek struktur, substansi dan kultur hukum.27 

Berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya, Priyana, dkk., meneliti 

tentang  Identifikasi faktor pendukung pariwisata halal, menggunakan analisis 

SWOT. Menjelaskan bahwa pelaksanaan pariwisata halal yang efektif bisa 

dilakukan dengan memperbaiki penyelenggaraan dan manajemen wisata halal 

dengan lebih efektif, meningkatkan upaya promosi dan reputasi sebagai penggerak 

utama pariwisata halal, mengembangkan infrastruktur pendukung pariwisata halal, 

meningkatkan daya tarik paket wisata halal, serta melakukan kampanye promosi di 

wilayah-wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, serta 

memberikan pelatihan dan meningkatkan pemahaman kepada penduduk setempat 

yang memiliki potensi di sektor pariwisata halal.28 

Berdasarkan literatur hukum pariwisata halal, pelaksanaan pariwisata halal, 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi pariwisata halal, masih memiliki beberapa 

                                                
27 Musyafah, Aisyah Ayu, et al. "pengembangan pariwisata halal dalam rangka 

mewujudkan Indonesia sebagai pusat pariwisata halal dunia." Basic Themes Toward Halal 
Sustainability Management, Vol. 4:5, (2020). 

28 Priyana, Efraim Bavo, Dhimas Setyo Nugroho, Gunawan Wiradharma, Nong Ayu 
Triyanti Utami Hakim and Erick Karunia, “Identifikasi faktor pendukung pariwisata halal,” 
INOVASI, Vol. 18:2 (2022), hlm. 262-266. 
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tantangan dan kendala. Beberapa literatur mencatat bahwa ada tantangan dalam 

mengembangkan pariwisata halal di Pulau Lombok, termasuk kurangnya 

infrastruktur yang memenuhi standar pariwisata halal, promosi yang kurang 

optimal, dan kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dalam sektor ini. 

Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah dan sektor 

swasta telah melakukan upaya untuk meningkatkan pariwisata halal di Pulau 

Lombok melalui berbagai inisiatif. Inisiatif ini antara lain meliputi pengembangan 

infrastruktur yang sesuai dengan syarat pariwisata halal, promosi pariwisata halal 

melalui media online dan offline, serta pelatihan dan sertifikasi bagi sumber daya 

manusia dalam bidang pariwisata halal, kemudian faktor hukum sangat 

mempengaruhi semua aspek. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan pariwisata halal di Pulau Lombok masih 

memerlukan perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek, namun inisiatif yang 

dilakukan memberikan harapan bahwa pariwisata halal dapat berkembang dan 

menjadi daya tarik bagi wisatawan di pulau lombok. Maka oleh sebab itu penelitian 

ini akan memperjelas bagaimana pelaksanaan hukum pariwisata halal dijalankan 

agar menjadi evaluasi serta tolak ukur pengembangan ke depan khususnya di Pulau 

Lombok dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum 

menggunakan teori Soerjono Soekanto. 

E. Kerangka Teoretik 

Penggunaan diskresi dalam proses penegakan hukum memerlukan 

pengambilan putusan yang tidak diatur secara kaku oleh norma-norma hukum, 

tetapi mengandung unsur penilaian manusia sebagai bagian dari proses. Ini adalah 
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inti dari penegakan hukum sebagai sebuah proses. Menurut pernyataan yang dibuat 

oleh Naka LaFavre, yang mengutip Roscoe Pound, kebijaksanaan terletak pada 

dasar hukum dan moralitas.29 Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, unsur-unsur 

yang mempengaruhi penegakan hukum dapat ditafsirkan ke dalam teori efektivitas 

hukum. Teori ini terdiri dari lima komponen, yaitu sebagai berikut:30 

1. Faktor Hukum (Undang-Undang) 

Secara khusus, aspek hukum ini Soerjono Soekanto berspekulasi bahwa 

intervensi hukum dengan penegak hukum yang harus disalahkan, mengutip berikut 

sebagai bukti pendukung:  

a. kegagalan untuk mematuhi dasar-dasar undang-undang,  

b. Karena kurangnya aturan pelaksana, yang sangat diperlukan untuk proses 

memberlakukan undang-undang,  

c. Kata-kata dalam hukum yang tidak memiliki arti yang jelas, yang 

menyebabkan kebingungan baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan 

hukum. 31 

2. Faktor Penegak Hukum 

Konflik antara kepastian hukum dan keadilan muncul dalam lingkup 

administrasi hukum karena fakta bahwa keadilan adalah formulasi abstrak 

sedangkan kepastian hukum adalah metode yang diatur secara normatif. Alasan 

                                                
29 Sitinjak, Neovaldo, "Analisis Yuridis Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban 

Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian," Syntax Idea Vol. 3:6 (2021), hlm. 
1403-1424. 

30 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 7. 

31 Ibid, hlm. 17-18. 
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untuk ini adalah ketegangan yang mungkin timbul antara kepastian hukum absolut 

dan melakukan apa yang benar.32 Dengan demikian, kebijakan atau perilaku yang 

tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum dapat dibenarkan selama tidak 

bertentangan dengan hukum. Itu tetap benar bahkan jika kebijakan atau perilaku 

tersebut tidak memiliki dasar hukum.  

Dari perspektif sosiologis, setiap anggota komunitas penegak hukum 

memiliki peran (role) yang berbeda-beda. Posisi (sosial) adalah kedudukan relatif 

individu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ada kontinum dari posisi yang 

paling kuat ke posisi yang paling tidak kuat. Pekerjaan hanyalah wadah untuk hak 

istimewa dan kewajiban yang menyertainya. Mentalitas atau karakter aparat 

penegak hukum sangat penting untuk berfungsinya sistem peradilan. Akibatnya, 

bahkan jika peraturannya bagus, jika petugasnya tidak, itu masalah. Salah satu 

aspek terpenting dari karier yang sukses dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau sikap individu.33  

Masyarakat memiliki kecenderungan kuat untuk menafsirkan hukum dengan 

cara yang sama seperti petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan 

dengan perilaku aktual petugas atau penegak hukum, seperti yang telah kita lihat 

pada pembahasan di atas mengenai karakter dan pandangan penegak hukum untuk 

menegakkan hukum. Masalah berkembang ketika agen hukum mengerahkan 

kekuasaan mereka dan bertemu dengan perlawanan karena sikap atau perlakuan 

yang dianggap berlebihan atau perilaku lain yang dianggap merusak kredibilitas dan 

                                                
32 Siregar, Nur Fitriani, "Efektivitas Hukum," Al-Razi Vol. 18:2 (2018), hlm. 1-16. 
33 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 20. 
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penghormatan terhadap penegakan hukum. Ini karena perilaku dan perlakuan 

seperti itu dipandang sebagai menentang otoritas.  

Karena itu, beberapa penyelidik dan yang lainnya mungkin melebihi 

kekuasaan mereka saat melakukan tanggung jawab mereka karena mereka tidak 

mengenali batas-batas mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketidaktahuan 

tentang hukum sering melahirkan lebih banyak ketidaktahuan. Sementara hambatan 

untuk peningkatan kualitas ini dimiliki oleh banyak organisasi, sangat penting untuk 

mengatasinya dengan mereka yang berada dalam posisi kontrol.  

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung  

Pengembangan Software dan hardware adalah contoh faktor yang dapat 

mendukung sarana atau fasilitas pendukung. Pendidikan adalah contoh faktor 

perangkat software. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum di masyarakat 

saat ini memiliki kecenderungan untuk berada pada hal-hal praktis 

konvensional.34Akibatnya, dalam banyak situasi menemui hambatan dalam 

tujuannya, termasuk pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam kejahatan 

khusus yang telah diberikan wewenang kepada jaksa. Hal ini disebabkan karena 

secara teknis, yuridis dianggap tidak mampu dan belum siap. Terlepas dari 

kenyataan bahwa diakui dengan baik bahwa tanggung jawab yang harus dipenuhi 

penegak hukum cukup bervariasi dan banyak. Kemdian hardware berupa perangkat 

keras yang bisa digunakan berupa barang fisik meliputi kantor, computer, 

kendaraan sebagai penopang pelaksanaan. 

                                                
34 Rosana, Ellya, "Legal compliance as a form of public legal awareness," Jurnal Tapis: 

Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 10:1 (2014), hlm. 61-84. 
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Sulit bagi penegak hukum untuk melanjutkan tanpa fasilitas atau fasilitas 

khusus agar mampu berjalan dengan baik. Di antara sumber daya ini adalah 

karyawan yang terlatih, infrastruktur yang efisien, alat berkualitas tinggi, 

pendanaan yang cukup, dll. Di bidang penegakan hukum, perusahaan dan tempat 

usaha memainkan peran yang sangat signifikan. Jika penegak hukum tidak memiliki 

akses ke fasilitas atau fasilitas ini, tidak akan layak untuk menghubungkan 

pekerjaan yang benar dengan peran nyata.35  

Cara berpikir yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan 

bahwa "Apa yang tidak dipegang adalah baru, benar, Apa yang rusak atau salah-

diperbaiki atau diperbaiki, Apa yang  kurang-ditambahkan, Apa yang macet-

diluncurkan, Siapa yang mundur atau menurun-maju atau diperbaiki," harus 

dipatuhi secara khusus berkenaan dengan sarana atau fasilitas tersebut.36 

4. Faktor Masyarakat  

Dalam argumen lain, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, "Penegakan 

hukum berasal dari masyarakat, dan tujuannya adalah untuk membangun 

perdamaian di masyarakat."37 Hal ini mengacu pada variabel masyarakat yang 

mungkin mempengaruhi proses penegakan hukum. Akibatnya, jika dilihat dari 

sudut pandang tertentu, masyarakat memang memiliki pengaruh terhadap cara 

penegakan hukum. Keterkaitan Faktor masyarakat dengan faktor-faktor 

                                                
35 Utama, Andrew Shandy, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di 

Indonesia," Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 1:3 (2019), hlm. 306-313. 
36 Ibid, hlm. 44. 
37 Rosana, Ellya, "Legal compliance as a form of public legal awareness," Jurnal Tapis: 

Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 10:1 (2014), hlm. 61-84. 
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sebelumnya, khususnya hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas, sehingga 

bagian ini menyajikan gambaran pendapat masyarakat mengenai hukum.38  

Pandangan masyarakat tentang hukum memiliki dampak signifikan pada 

tingkat kepatuhan hukum, karena jelas bahwa ini harus memiliki hubungan dengan 

faktor-faktor tersebut. Setiap orang dan setiap organisasi memiliki sejumlah 

pengetahuan hukum, tetapi masalah yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, 

yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Sejauh mana anggota masyarakat 

mematuhi surat undang-undang adalah salah satu ukuran seberapa baik undang-

undang tersebut dilaksanakan.  

Sikap publik yang dapat diringkas sebagai "kurang sadar akan tugas polisi," 

"tidak mendukung," dan "bahkan sebagian besar apatis," dan "menganggap tugas 

penegakan hukum semata-mata urusan polisi," bersama dengan "keengganan untuk 

terlibat sebagai saksi dan sebagainya," adalah salah satu faktor yang dapat 

menghambat penegakan hukum. 39 

5. Faktor Kebudayaan  

Orang-orang sering berbicara tentang budaya dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. Menurut Soerjono Soekanto, budaya memiliki tujuan yang sangat penting 

baik bagi pribadi maupun masyarakat. Tujuan ini adalah untuk mengatur sehingga 

manusia dapat memahami bagaimana mereka harus berperilaku, apa yang harus 

mereka lakukan, dan bagaimana mereka harus mendefinisikan sikap mereka ketika 

                                                
38 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 45. 
39 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 182. 
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mereka terhubung dengan orang lain.40 Budaya menentukan perilaku yang dapat 

diterima dan tidak ketika hukum dihormati dan moralitas dipertahankan. 

Secara umum implementasi kebijakan masih memiliki beberapa segi faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yang mampu 

membedakan kegiatan wisata halal dan konvensional secara konkrit.41 Dalam teori 

efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memiliki 

peran penting, yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak 

hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor 

masyarakat, dan faktor kebudayaan.42 Kelima faktor ini memiliki hubungan yang 

erat, karena merupakan inti dari pelaksanaan hukum dan juga menjadi ukuran 

efisiensi dari penegakan hukum di Indonesia yang memiliki masyakat yang plural 

dari segi suku, agama, dan budaya di setiap daerah dan pulau.43 Pengaturan tatanan 

hidup yang beragam ini melahirkan norma atau aturan hukum yang berbeda, 

sehingga hukum positif harus menempatkan diri sebagai titik tengah dalam 

mengatasi berbagai macam persoalan didalam kehidupan masyarakat Indonesia.  

 

 

                                                
40 Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat," 

Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 6:3 (2018), hlm. 227-246. 
41 S. S. Muflikhati, N. H., dan Noer, "Analisis Faktor Mempengaruhi Keberhasilan 

Implementasi Wisata Halal Di Lombok Tengah," Jurnal Kepariwisataan Indonesia, Vol. 16:1, 
(2021), hlm. 46–60. 

42 D. Ibrahim, H. A., dan Irawan, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Lombok 
Tengah," Jurnal Pariwisata Terapan, Vol. 2:1, (2018), hlm. 20–30. 

43 Soerjono Soskarto, Penegakan Hukum (Bandung: Bina Cipta, 1883), hlm. 80. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan 

pendekatan penelitian sosiologi hukum.44 Serta menggunakan teori Suerjono 

Sukanto, teori efektivitas hukum terdiri dari 5 (lima) faktor, yaitu : 1) Faktor hukum 

(undang-undang), 2) Faktor penegak hukum, 3) Faktor sarana atau fasilitas 

penegakan hukum, 4) Faktor masyarakat dan 5) Faktor kebudayaan.45 

2. Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder. Data primer diambil 

dari hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, 

LPPOM MUI-NTB, Pelaku Usaha Travel Gili Trawangan, Pelaku Usaha 

Penginapan Syariah, Kota Mataram, Badan Promosi Pemerintah Daerah (BPPD) 

NTB, Wisatawan Lokal, Pengusaha Homestay Desa Tetebatu, Masyarakat 

Senggigi, Lombok Barat, NTB.46 

Data sekunder diambil secara tidak langsung dari sumber Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang jaminan produk halal,  Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 

2016 industri pariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2019 

                                                
44 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 

hlm 54. 
45 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2013), hlm. 76. 
46 Raddana, Raddana, et al., "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat," Laporan Penelitian 
(Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat, 2017). 
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tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik untuk dana 

pelayanan pariwisata, Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha 

pariwisata, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pariwisata Halal, Peraturan Daerah NTB Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa 

Wisata, Fatwa NO.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pariwisata Syariah, Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2021, Indonesia Muslim Travel Index (IMTI 2019), Visi Dan Arah  

Pembangunan  Jangka  Panjang  (PJP)  Tahun  2005 –2025, dan BPS tentang Indeks   

Pembangunan   Manusia 2016. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dengan menyusun 

daftar pertanyaan yang sistematis sesuai topik.47 Informan yang diwawancarai 

dalam penelitian meliputi Kepala Dinas atau yang mewakili dari setiap Instansi 

terkait, para pihak pelaku wisata halal, dan Asosiasi wisata halal. 

Metode observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data 

terkait isu-isu yang berkaitan dengan Wisata Halal sesuai dengan peraturan 

pemerintah, kebijakan dari Menteri Pariwisata, kebijakan daerah, dan fatwa MUI di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul 

dalam pelaksanaan wisata halal dan mencari solusinya. Pengamatan peneliti di 

                                                
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 32. 
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Pulau Lombok mencakup tiga aspek utama: 1) Partisipasi pihak-pihak terkait 

seperti pemerintah daerah, pelaku industri wisata halal, dan LSM. 2) Pengamatan 

terhadap ruang atau lokasi di mana wisata halal diselenggarakan. 3) Penilaian 

terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan wisata halal. 

Dokumen yang dimaksud adalah berkas yang terkait dengan pelaksanaan dan 

penerapan konsep Wisata Halal di Pulau Lombok, seperti: Pelaksanaan kebijakan 

wisata halal di setiap industri wisata halal berdasarkan Peraturan-Peraturan 

Pemerintah, Menteri Pariwisata, Pemerintah Daerah, Dan Fatwa MUI dan update 

terbaru dari Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah, buku, 

artikel, dan website resmi Pemprov. NTB, BPS, atau Dinas Pariwisata NTB. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kuantitatif 

dan kualitatif (mix method) dengan menggunakan metode berpikir deduktif (umum-

khusus), yaitu dengan menjabarkan, menafsirkan dan mengkonstruksikan data yang 

diperoleh berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah, teori-teori, pengertian-

pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada dalam dokumen, Peraturan 

Perundang-undangan, untuk menjawab permasalahan yang ada. 48 Analisis data 

dilakukan dengan menabulasi secara sistematis terhadap data yang sudah diedit, 

mengidentifikasi tema atau isu yang dominan dalam dokumen-dokumen skunder 

meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri, peraturan daerah, 

                                                
48 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
Offset, 2007), hlm. 248. 
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fatwa, LKjIP, IMTI 2019, PJP, BPS, serta data primer dalam bentuk dokumen hasil 

wawancara.  

Setelah analisis selesai, maka hasilnya akan disajikan secara narasi deskriptif, 

yaitu dengan cara menguraikan hasil wawancara sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini. 

G. Sistematika Pembahasan 

Supaya memberikan struktur yang lebih terorganisir pada penelitian ini, 

penulis telah merancang sebuah kerangka pembahasan yang terbagi menjadi enam 

bab. Setiap bab memiliki sejumlah sub-bab yang akan menjelaskan aspek-aspek 

tertentu yang relevan dengan bab tersebut. Dengan demikian, pembahasan akan 

lebih sistematis dan terfokus pada setiap babnya.  

Bab pertama dalam penelitian ini mengawali dengan memberikan latar 

belakang yang menjelaskan konteks permasalahan yang diinvestigasi, termasuk 

penekanannya pada relevansi dan pentingnya penyelidikan ilmiah terhadap 

permasalahan tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah digunakan untuk 

menggarisbawahi elemen-elemen kunci yang akan dijawab oleh penelitian ini 

secara ringkas. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan untuk 

menguraikan maksud dari penyelidikan ini, baik dari segi teoritis maupun praktis. 

Bagian telaah pustaka digunakan untuk menempatkan penelitian ini dalam konteks 

penelitian-penelitian terdahulu, dan disusul oleh penjelasan mengenai kerangka 

teoritik yang mencakup teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan 

sebagai alat analisis. Bab ini juga mencakup informasi tentang metode penelitian, 
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termasuk jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data yang akan digunakan. Terakhir membahas tentang sistematika 

penulisan tesis sesuai dengan pedoman. 

Bab kedua, tentang Ikhtisar (Gambaran Umum) Pariwisata Halal yang terbagi 

menjadi tiga sub bab, yaitu; Gambaran umum pariwisata halal terdiri dari definisi 

pariwisata halal, prinsip pariwisata halal, dan Urgensi pariwisata halal terdiri dari 

aspek ekonomi, aspek pendidikan dan budaya, aspek kerukunan, serta aspek 

kenyamanan wisatawan. Kemudian menjelaskan Kebijakan Hukum Pariwisata 

Halal terdiri dari standarisasi produk dan layanan, sertifikasi pariwisata halal, 

perlindungan terhadap konsumen, pendanaan dan fiskal. Selanjutnya, akan 

diuraikan mengenai elemen-elemen yang memengaruhi implementasi hukum 

terkait pariwisata halal. Elemen-elemen ini mencakup aspek perundang-undangan, 

penegakan hukum, infrastruktur hukum, partisipasi masyarakat, dan elemen 

budaya. 

Bab ketiga tentang pelaksanaan hukum pariwisata halal, berisi Sumber hokum 

pariwisata halal, ekosistem pelaksanaan pengembangan akses wisata halal dan 

evektifitas hukum. Pada bab ini akan menjabarkan secara jelas isi dari setiap 

peraturan sebagai dasar dalam melakukan analisis nantinya meliputi tujuan 

peraturan, pembangunan, usaha, ketentuan pidana atau sangsi, serta pelaporan dan 

hal lainnya. Kemudian tentang membahas Destinasi (Objek Wisata), Restoran, 

Penginapan, Biro Perjalanan dan Transportasi, Sumber Daya Manusia. Di setiap 

pembahasan akan di kemukakan potensi pariwisata halal di Pulau Lombok sebagai 
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suatu solusi pengembangan atau evaluasi dalam pembangunan wisata halal di Pulau 

Lombok.  

Bab Empat tentang Analisis Pelaksanaan Hukum Pariwisata Halal, berisi 

tentang hokum yang mengatur pelaksanaan hukum pariwisata halal, peran hukum, 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum pariwisata halal  berupa 

penjabaran faktor pendukung dan penghambat menurut teori Soerjono Soekanto 

dari 5 faktor efektivitas hukum meliputi faktor hukum sendiri, faktor penegakan 

hukum, faktor fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Kemudian, 

dalam setiap faktor akan di jelaskan dampak pelaksanaan hukum pariwisata halal 

meliputi dampak ekonomi, dampak pendidikan dan budaya,  dampak kerukunan 

masyarakat, dan dampak pada tingkat kenyamanan wisatawan. 

Bab lima sebagai Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Terdiri dari 

jawaban serta masukan dan kritikan atas 3 rumusan masalah yang di angkat pada 

sub-bab (b) pada bab pertama.
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BAB V 
PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Pengembangan pariwisata halal di NTB khususnya dipulau lombok, 

menyoroti aspek-aspek hukum yang mendukung pelaksanaan pariwisata halal, serta 

mengevaluasi tantangan dan solusi dalam menghadapi kendala-kendala yang 

muncul. Sehingga dapat di ambil kesimpulan dari rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Terdapat sejumlah undang-undang dan peraturan yang mendukung 

pelaksanaan pariwisata halal, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Pariwisata, dan regulasi-

regulasi tingkat daerah seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dan 

Nomor 10 Tahun 2021. Tujuan dari undang-undang dan peraturan tersebut 

adalah menciptakan suasana yang sesuai dengan prinsip hukum syariah, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan membangun industri 

pariwisata yang ramah terhadap pengunjung Muslim dengan tersediahnya 

tempat beribadah (musholah) disetiap objek dan destinasi wisata. Meskipun 

ada kerangka hukum yang cukup kuat, masih ada tantangan seperti kurangnya 

pengawasan yang jelas, ketidakjelasan mengenai lamanya masa berlaku 

sertifikasi halal, dan kebutuhan untuk pemisahan hukum wisata halal dari 

undang-undang pariwisata umum. 

2. Paparan mengenai peran hukum dalam pelaksanaan pariwisata halal di 

Indonesia menekankan pentingnya infrastruktur yang mendukung, termasuk 



 

 

163 

 
 tempat ibadah, restoran halal, dan transportasi yang mudah diakses. Objek 

wisata halal harus memperhatikan aspek keagamaan, kebersihan, dan 

kenyamanan pengunjung Muslim serta menghormati nilai-nilai sosial budaya 

dan kearifan lokal. Dalam mendirikan hotel halal, diperlukan pendekatan 

khusus dengan fasilitas dan pelayanan sesuai prinsip syariah. Restoran dan 

tempat makan harus mendapatkan sertifikasi halal, dan program sertifikasi 

seperti SEHATI perlu diterapkan dengan pengawasan ketat. Biro perjalanan 

harus menyediakan paket liburan halal, dan infrastruktur transportasi harus 

memadai untuk mendukung mobilitas wisatawan. Pengembangan sumber 

daya manusia dalam industri pariwisata halal juga penting, melibatkan 

pelatihan bahasa dan pengetahuan hukum syariah. Dalam menghadapi 

tantangan pelaksanaan pariwisata halal, kerjasama antara pemerintah, pelaku 

industri, dan masyarakat sangat penting, dengan pengawasan yang ketat, 

pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualifikasi sumber daya 

manusia untuk memajukan pariwisata halal di Indonesia secara 

berkesinambungan dan berdaya saing. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam pelaksanaan 

pariwisata halal adalah perhatian pada faktor hukum, penegak hukum, sarana 

dan fasilitas hukum, dan masyarakat. Faktor hukum meliputi pentingnya 

undang-undang yang jelas dan komprehensif dalam mengatur pariwisata 

halal. Namun, kurangnya aturan pelaksanaan dan kebingungan atas 

penafsiran istilah-istilah tertentu dalam undang-undang bisa menjadi 

penghambat. Faktor penegak hukum berkaitan dengan kemampuan aparat 
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penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Dalam konteks pariwisata 

halal, peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah seperti MUI memegang 

peran penting dalam pengawasan dan sertifikasi. Namun, kurangnya 

pemahaman hukum di kalangan petugas penegak hukum dapat 

mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Faktor sarana dan fasilitas 

hukum mencakup pentingnya infrastruktur dan sumber daya yang 

mendukung penegakan hukum. Pembentukan sarana dan fasilitas hukum 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata halal bisa menjadi tantangan. 

Faktor masyarakat mempengaruhi penegakan hukum melalui tingkat 

kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan terhadap hukum. Sikap positif 

masyarakat yang memahami dan mendukung prinsip pariwisata halal adalah 

faktor pendukung, sementara sikap apatis atau tidak mendukung bisa menjadi 

penghambat dalam penegakan hukum pariwisata halal. Dalam konteks 

pariwisata halal di Lombok, pembentukan undang-undang dan regulasi yang 

komprehensif, peningkatan kesadaran masyarakat, dan alokasi sumber daya 

yang memadai menjadi solusi potensial untuk mengatasi hambatan dalam 

pengembangan fasilitas hukum dan fasilitas wisata halal. 

B. Saran  

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan pelaksanaan hukum 

pariwisata halal di pulau lombok: 

1. Penguatan hukum dan regulasi: Pemerintah dapat terus mengembangkan 

undang-undang dan peraturan yang mendukung pariwisata halal. Hal ini 

meliputi peningkatan kerangka hukum yang mengatur sertifikasi halal, 
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 Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pariwisata 

halal. 

2. Pendidikan dan pelatihan: Penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan 

industri pariwisata untuk menyediakan pelatihan yang diperlukan kepada 

sumber daya manusia terkait pariwisata halal. Pelatihan ini dapat mencakup 

pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim, praktik 

halal dalam penyediaan makanan, fasilitas, dan pelayanan, serta kesadaran 

tentang budaya dan agama Islam. 

3. Pembentukan badan pengawas khusus sertifikasi pariwisata halal penting 

untuk memastikan pelaksanaan pariwisata halal yang efektif di Indonesia. 

Badan ini akan mengawasi seluruh proses sertifikasi dan memastikan standar 

halal dipatuhi oleh pelaku industri pariwisata. Diharapkan dengan adanya 

badan pengawas yang efektif, pariwisata halal di Indonesia dapat berkembang 

dengan baik dan memberikan manfaat bagi wisatawan Muslim dan pelaku 

industri pariwisata. 
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